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NOMOR   loo.3.3.5/ C)32_/404.3ll/2024

TENTAVG

PEMBBNTUKAN PENGELOLA LA¥Ar`IAN INFORMAsl DAN DOKUMENTAsl
DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NGAWI

KEPAIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGAWI,

Menimbang       :    a.    bahwa  dalam  ran9ka  pelayanan  informasi  publik  di  lingkup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipfl Kabupaten  Ngawi
kepada    masyarakat,    maka    perlu    membentuk    Pengelola
Lnyanan Infomasi dan Dokumentagi;

b.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagainana   dimaksud
huruf a,  maka  perlu  menetapkan  Keputusan  Kepala  Dinas
tentang   Pembentukan   Pengelola   hayarian   lnfomasi   dan
Dokumentasi di Lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ngawi .

Mengingat          :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  1950  Nomor
19, Tambahan Berita Negal.a Repubuk Indonesin Nomor 9);

2.   Undang    -    Undang    Nomor     14    Tahun    2008     tentang
Keterbukaan  lnfolmasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2008   Nomor  61,   Tambahan     Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik lnformasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009   Nomor   112,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5038);

4.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah  (  Lembaran  Negara  Rpublik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor      5587)   sebagaimana   tehah   beberapa   kali   diubah
terakhir  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  9  Tahun  2015
(Berita     Negara  Rpublik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor  5679);

5.    Peraturan    Pemerintah    Nomor   61    Tahun    2010    tentang
Pelaksanaan   Undang   -   Undang   Nomor   14   Tahun   2008
tentang   Keterbukaan   lnformsi   Publik   (Irembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2010    Nomor   99,    Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnfomasi dan Dokumentasi
di  Lingkungan  Kementrian  Dalam   Negeri  dan  Pemerintah
Daerah (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157);

7.    Peraturan   Komisi   lnformasi   Republik   Indonesia  .Nomor   i
Tahun 2021 tentang Standar I.nyanan Iriformasi Publik (Berita
Negara Repuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  8  Tahun  2021
tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021   Nomor 08,
Tambahan I.embaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Membentuk  Pengelofa  I+ayanan  lnfolmasi  dan  Dokumentasi  di
LingkupKependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ngawi
dengan   susunan  keanggotaan   sebagaimana  teroantum  dalam
I.ampiran keputusan ini.
Pengelola   hayanan   Informasi   dan   Dokumentasi   sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
a.    Pejabat  Pengelola  lnformasi  dan  Dokumentasi  Utama  Dinas

bertugas   melakukan  pembinaan   dan   memberikan  arahan
dalam     perencanaan     pelayanan     informasi     di     lingkup
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.

b.   Pejabat        Pengelola        Infomasi        dan        Dokumentasi
pelaksana/ Pembantu bertugas :
1.    membantu Pejabat Pengelofa lnformasi dan Dokumentasi

Utama Kabupaten dan Dinas dalam melaksanakan tugas,
tanggung jawab, dan kewenangannya di bidang lnfomasi
Publik;

2.    menyampaikan    infomasi    dan    dokumentasi    kepada
Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi  Utama
Kabupaten  dan Dinas dilalnikan paling  sedikit 6  (enam)
bulan sckaJi atau sesuai kebutuhan;

3.    melaksanakan      kebijakan      teknis      infomasi      dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4.    mengklasifikasikan Informasi publik dengan memilah dan
membuat daftar lnformasi Publik berdasarkan infolmasi
berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan
dikecualikan;

5,    mendokumentasikan  lnfolmasi  Publik  sesuai  pedoman
kearsipan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy;

6.    menyediakan  lnfolmasi  Publik  berupa  lnfomasi  Publik
berhaJa   dan    serta   merta    ke    dalam   website/papan
pengumuman dan lnfolmasi Publik tersedia setiap saat di
dalam aplikasi database internal dan/atau hardcopy;
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7.    melakukan   rapat   rutin/berkala   terkait   pelaksanaan
keterbukaan Informasi Publik;

8.    melakukan    uji    konsekuensi    infomasi    yang    akan
dikecualikan,      membuat     berita      acara     hasil     uji
konsekuensi, dan daftar informasi yang dikecualikan;

9.    menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokunentasi t)agi pemohon informasi secara  cepat,
tepat, berkuahitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan   prima   berdasarkan   peraturan   perundang-
undangan yang berlaku; dan

10.  menyampaikan   hporan   pelaksanaan   kebijakan   tekrris
dan   pelayanan   informasi   dan   do]nimentasi   kepada
Pejabat   Pengelola   lnformasi   dan   Dokumentasi   Utama
Kabupaten   dan   Dinas   secara   berkala   sesuai   dengan
kebutuhan.

c.   Bidang   Pendukung   Sekretariat   PPID   bertugas   melakukan
tugas-tugas  kese]netariatan  PPID   di   Organisasi  Perangkat
Daerah (OPD).

d.    Bidang  Pengelolaan  data  dan  klasifikasi  informasi  bertugas
mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik,
melakukan   klasifikasi   jenis    informasi   dan   dokumentasi
informasi yang dikuasi.

e.    Bidang pelayanan  infolmasi data dan dokumentasi beltugas
memberikan  pefayanan  informasi  sesual  dengan mekanisme
intemal    Pejabat    Pengeloh    lnformasi    dan    Dokumentasi
Pembantu.

f.     Bidang   fasilitasi   sengketa   informasi   bertugas   melakukan
advokasi dan mewaldli institusi Dinas  dalam  menyelesaikan
sengketa infomasi.

KETIGA              :    Keputusan ini mulai berlcku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal :  ol    Julf 2024



LAMPIRAN   KEPUTUSAN  KEPAIA  DINAS  KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI
TANGGAL   : C)I  Juli 2024
NOMOR       :  loo.3.3.5/ oil/404.311/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOIA INF`ORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA/PEMBANTU

DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
NGAWI

NO JABATAN JABATAN DAIAI4 DINAS
DALAh4 KEANGGOTAAN

1 2 3
1. Atasan laplD Pelaksana/ Pembantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil
2. PPID Pelaksana/ Pembantu Sekretaris      Dinas      Kependudukan      dan

Pencatatan SipilKasubagUmum dan Kepegawaian
3. Bidang-bidang

a. Bidang     Pendukung     Sekretariat
PPID
I)   Ketua
2)   Anggota a. Hari Pu-wan

b.Wawan Agus TrlyonoKepaJaBidangPehyanan      Pendaltaran
b. Bidang            Pehyanan            dan

Dokumentasi lnformasi
1)   Ketua

Penduduk
2)   Anggotac.BidangPengumpulan,  Pengolahan a.   Wildan Ardita

b.   Indah YulfatiKepalaBidang       Pengelolaan       IIifolmasi

Data dan Klasifikasi lnfomasi
1)   Ketua

Administrasi Kependudukan
2)  Anggotad.BidangPenyelesalan      Sengketa a.   Trisetyo Budiono

b.  Didik Bniri AtmokoKepalaBidangPclayanan Pencatatan Sipil

Infomasi
1)   Ketun
2)  inggota a. Bambang Widyatmoko

b.Tutik

KEPAIA DINAS  KEPENDUDUKAN DAN


